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ARTICLE INFO ABSTRACT

Keywords: Micro and Small Enterprises (MSEs) have their characteristics. One of the characteristics
Education and as well as the weakness of MSEs is the lack of ability and technical skills of human
Training, MSEs, resources in product processing. Empowerment to improve technical skills is carried out
Protecting, SKKNI. in the form of education and skills training following the guidelines set out in laws and

regulations. However, these guidelines have not met the growing competency needs of
the business world. The research method used is a normative juridical approach with a
statutory approach. The results of the research obtained include technical education and
skills by the government that cannot be implemented properly due to the inaccuracy of
the Sumedang Cooperative, Small, Medium Enterprises, Industry and Trade Office in
implementing the provisions of the guidelines of the Minister of Cooperatives and Small
and Medium Enterprises Regulation Number 18/PER/M/KUKM/1X/2015 accompanied
by incomplete guidelines and incoherent explanations. The preparation of SKKNI
production for micro and small enterprises in the processing industry sector as a form of
legal protection needs to be done because there are still many MSEs in the processing
industry sector that find it difficult to compete with large businesses in similar sectors
due to the lack of ability and competence of MSEs in carrying out production because
SKKNI has not been accommodated which is specialized and tailored for the interests of
MSE production competence.

INTRODUCTION

Sektor usaha berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergolong banyak dan mendominasi
usaha di Indonesia. Berdasarkan data oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pada
tahun 2022 terdapat lebih dari 64 juta unit usaha UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 99% dari
keseluruhan unit usaha di Indonesia. Dominasi unit usaha UMKM terlampau banyak dibandingkan jumlah usaha
besar di Indonesia yang hanya menguasai usaha sebanyak 1% usaha dari keseluruhan jumlah bentuk usaha di
Indonesia (Juwitasari, 2023).

Sektor UMKM dengan dominasinya dan karakteristik usahanya yang lekat dekat dengan ekonomi
kerakyatan menjadikan UMKM sebagai salah satu jenis usaha yang turut membantu pertumbuhan perekonomian
negara. Kehadiran UMKM sekaligus sebagai upaya dan usaha pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan
kesenjangan ekonomi. Tergambar pada tingginya kontribusi UMKM dalam pertumbuhan Pendapatan Domestik
Bruto (PDB) nasional serta penyerapan tenaga kerja yang tergolong tinggi sejak beberapa tahun ke belakang.
Berdasarkan Asian Development Bank Institute menunjukkan data bahwa penyediaan kesempatan kerja oleh
UMKM Indonesia tergolong sangat tinggi pada angka 97,2% dan berperan dalam meningkatkan PDB nasional
cukup tinggi yaitu sebesar 57,8% pada tahun 2015 (Adolf & Suryawinata, 2018). Pada Oktober 2022 Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian melalui pers menjelaskan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam
perekonomian, ditunjukkan dengan peran sertanya dalam PDB yang mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga
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kerja yang mencapai 96,9% dari keseluruhan penyerapan tenaga kerja nasional (Indonesia & Perekonomian,
2022). Pada unit sektor usaha yang semakin mengecil, seperti Usaha Mikro Kecil (UMK), keduanya memiliki
karakteristik yang cukup berbeda dengan usaha menengah ataupun usaha besar, seperti dalam aspek orientasi
pasar, sistem organisasi dan manajemen usaha hingga mekanisme proses produksi yang kurang optimal, (Mulyati,
2016) sehingga seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi UMK. Permasalahan tersebut kemudian menjadi
kelemahanan UMK dalam berkembang di dunia usaha yang memelukan pengkajian permasalahan lebih lanjut.

Sektor UMK memiliki kelebihan dan kemampuan dalam bertahan pada situasi krisis ekonomi, disamping
kelemahan-kelemahannya. Terbukti saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada kisaran tahun 1997 dan
tahun 1998 yang menumbangkan banyak usaha besar di Indonesia. Pada tahun tersebut, sektor usaha UMK tetap
dapat bertahan bahkan kehadirannya turut menjadi buffer atau penyangga perekonomian serta memiliki
karakteristik resiliensi yang baik sehingga usahanya memiliki daya tahan terhadap kondisi krisis (Bidang
Perekonomian Republik Indonesia Koordinator, 2022). Resiliensi dalam hal ini dipahami sebagai kemampuan
merespon peristiwa negatif dengan baik sehingga memberikan dampak, seperti adanya usaha untuk dapat
mampu pulih dan bangkit dari keadaan negatif dan kesulitan tersebut (Hakim, 2022). Akan tetapi, terjadinya
pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang mewabah di Indonesia sejak pertengahan 2020 turut memberi
pengaruh kepada perekonomian negara, termasuk pelaku UMK yang ditunjukkan pada survei Bank Indonesia
tahun 2021, bahwa sebanyak 77,95% UMKM di Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19 (Noviana et al,,
2022).

Pemerintah dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 kepada para pelaku UMK adalah dengan
menyalurkan alokasi dana hingga Rp112,84 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
(Kasnelly & Luthfi, 2021). Disamping itu, pemerintah sejatinya juga memiliki tugas melakukan upaya guna
mempertahankan dan meningkatkan sektor usaha mikro kecil, salah satunya dengan memberikan pemberdayaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Selanjutnya disebut UU UMKM), pemberdayaan UMK dilakukan secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan berbagai pengembangan usaha kepada UMK guna memenuhi dan mewujudkan
perlindungan UMK dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya (Hukum & Indonesia, 2015).

Pemerintah dalam memberikan pemberdayaan dapat memperhatikan kebutuhan penting UMK. Banyaknya
jumlah UMK dan berbagai karakterisitiknya tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan berakibat kepada
permasalahan dalam pengembangan usaha. Seringkali berupa produktivitas usaha yang rendah, yang mana hal
tersebut berkaitan erat dengan persoalan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam hal
teknologi, manajemen, organisasi dan pemasaran. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh pelaku UMK di
Indonesia yang masih terbatas pemahamannya dalam melakukan produksi, memperhatikaan kualitas SDM, dan
kurang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis produksi. Hal tersebut selanjutnya perlu menjadi perhatian
dan fokus penyelenggaraan pemberdayaan UMK oleh pemerintah (Mulyati, 2016).

Sektor UMK memerlukan kualitas SDM yang mahir dan kompeten dalam pengelolaan usahanya, terutama
dalam pengolahan produk yang berkaitan dengan keterampilan teknis untuk mengembangkan usahanya
mengingat semakin ketatnya persaingan usaha yang ada. Selain itu, peningkatan kemampuan dan kemahiran SDM
di dalam suatu UMK melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis SDM UMK dapat menjadi salah satu
upaya efektif yang dapat dilakukan UMK untuk pengembangan usaha. Keterampilan teknis SDM UMK yang
terukur dan baik berpengaruh terhadap kualitas barang yang dihasilkan. Output produksi barang UMK yang
berkualitas menjadikan UMK dapat bersaing dengan usaha lain dengan barang serupa. Kebutuhan UMK atas
pemberdayaan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis SDM tidak terlepas dari minimnya UMK yang telah
memenuhi kualitas SDM, seperti UMK yang berada di Jatinangor.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Medal Harapan Jaya merupakan kelompok usaha di Desa Cipacing,
Jatinangor yang terdiri atas beberapa unit usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha beragam, mulai dari
produksi sandal hingga kerajinan tangan. KUBE ini mulai menjalankan usaha pada masa awal pandemi ini
seringkali mengeluhkan jumlah dan hasil penjualan produk tidak optimal yang dapat berpengaruh terhadap
keberlangsungan usaha (MULTIMEDIA, 2021). Hal ini terjadi karena para pelaku UMK yang tergabung dalam
KUBE kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan produksi maupun mengelola usahanya
secara mandiri, ditunjukkan dengan banyaknya pelaku usaha yang masih melakukan produksi dan pengelolaan
usaha-usahanya berdasarkan pengetahuan awal mereka tanpa didasari pengetahuan dasar pengolahan produk
serta pengelolaan usaha. Kendala tersebut sekaligus menjadi dasar dibentuknya usaha bersama dengan tujuan
setiap unit usaha dapat saling memberi masukan kepada unit usaha lainnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak
memberi pengaruh banyak pada kendala para pelaku UMK karena sejatinya para pelaku UMK tersebut lebih
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memerlukan peningkatan kemampuan SDM dalam produksi dan pengelolaan usaha. Lemahnya kualitas SDM
dalam produksi dan mengelola usaha berkaitan dengan kurangnya berbagai pendidikan dan pelatihan bagi UMK
setempat sehingga mereka kurang mahir dalam melakukan produksi barang. Kemampuan pengelolaan usaha dan
pengolahan produk usaha yang kurang baik dan kurang memadai tersebut berdampak kepada rendahnya
produktivitas usaha.

Permasalahan percepatan pengembangan usaha dalam kasus ini perlu dikaji karena permasalahan muncul
didasarkan atas tidak terpenuhinya hak-hak pelaku UMK untuk mengetahui dan mendapat pendidikan dan
pelatihan pelaku UMK disertai peraturan yang kurang mewadahi kebutuhan UMK untuk berkembang. Pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini telah diberikan kewajiban untuk turut memberi
pemberdayaan serta upaya pengembangan UMK sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 UU UMKM. Pasal tersebut
menjelaskan bahwa pengembangan dapat dilakukan oleh pemerintah kepada UMK mulai dari memberi fasilitas,
bimbingan, pendampingan guna meningkatkan kemampuan dan daya saing UMK.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berdasarkan Pasal 89 ayat (5) huruf f Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023) berkewajiban untuk melaksanakan
pendampingan UMK dalam bentuk pemberian dukungan SDM, manajemen, hingga anggaran, sarana dan
prasarana sebagai bentuk upaya pengembangan UMK. Langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangan
berupa dukungan SDM dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ UU UMKM, yaitu meningkatkan keterampilan
teknis dan manajerial, termasuk membentuk serta mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk
melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan membudayakan
kewirausahaan.

Ketentuan pengembangan dukungan SDM UMK kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP Nomor 7
Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 71 huruf d PP Nomor 7 Tahun 2021, terdapat peningkatan keterampilan teknis
proses produksi yang merupakan bentuk kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi kepada UMK. Dalam hal ini
diantaranya dilackukan dengan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkaitan
dengan proses produksi.

Pendidikan dan pelatihan SDM UMK dalam hal ini sejatinya telah diakomodasi Pemerintah pusat melalui
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) melalui Peraturan Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M/.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Permen KUKM Nomor 18 Tahun
2015). Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015, lingkup pendidikan dan pelatihan
keterampilan teknis mulai dari peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, daya saing, akses pasar, teknologi,
dan lainnya.

Kemenkop UMKM dalam mengeluarkan peraturan pedoman pendidikan pelatihan pada Permen KUKM
Nomor 18 Tahun 2015 masih mengatur hal umum dan memerlukan pengaturan lebih lanjut guna memperinci
alur, tahapan, dan tolak ukur pendidikan dan pelatihan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri tersebut serta
menyesuaikan dengan peraturan relevan yang sudah ada sebelumnya. Namun, hingga saat ini tidak semua jenis
pendidikan dan pelatihan UMK memiliki peraturan lebih lanjut. Hanya jabatan kerja pelaku ekspor UMK dan
pendamping UMK yang telah memiliki peraturan lebih lanjut mengenai tolak ukur dan standar kompetensi.
Sedangkan peraturan lebih lanjut mengenai tolak ukur dan standar kompetensi pendidikan dan pelatihan
keterampilan teknis produksi untuk pelaku UMK yang berhubungan erat dengan kegiatan produksi barang belum
diatur lebih lanjut. Hal-hal tersebut menjadikan pelatihan keterampilan teknis tidak hanya kurang diberikan
kepada UMK, tetapi juga tidak memberi hasil optimal pada UMK apabila dilaksanakan karena tidak ada peraturan
lebih lanjut mengenai alur, tahapan, dan tolak ukur pendidikan dan pelatihan yang tepat.

Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pendidikan dan pelatihan keterampilan
teknis oleh pemerintah sebagai bentuk pemberdayaan UMK di Kabupaten Sumedang dikaitkan dengan Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M/KUKM/IX/2015 serta mengkaji dan
menganalisis pentingnya penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Produksi Bagi UMK
Sektor Industri Pengolahan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. Pembahasan topik ini menjadi sangat menarik
untuk dianalisis mengingat banyaknya jumlah UMK di Indonesia yang kiranya memiliki permasalahan dan
tantangan yang serupa. Dengan adanya penjelasan mengenai topik ini, setiap pembaca termasuk para pelaku UMK
diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya kualitas SDM serta memberi pemahaman
adanya hak bagi UMK untuk memperoleh fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM.
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METHOD

Penulisan ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif di dalam menganalisis masalah
di dalam penelitian. Metode yuridis normatif dalam penelitian dilakukan dengan penitikberatan data sekunder
atau bahan pustaka sebagai dasar perumusan penulisan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan atau state approach, penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
diutamakan dalam melakukan perumusan penelitian dengan memperhatikan struktur norma dalam bentuk tata
urutan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga turut dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian
kepustakaan dilakukan guna memperoleh data teoritis yang diperoleh dengan sumber-sumber bacaan, baik
berbentuk literatur maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian guna
menelaah penggunaan norma hukum positif dalam penyelesaian permasalahan serta pemberitaan terkait
pemberdayaan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK.

RESULTS AND DISCUSSION
A. Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Teknis Sumber Daya Manusia UMK di
Kabupaten Sumedang

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan kepada para UMK berupa
pemberian kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi dalam melakukan usaha. Apabila didapati pada
ketentuan Pasal 71 PP Nomor 7 Tahun 2021, pendidikan dan pelatihan sekaligus menjadi media atau sarana
peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku UMK. Hal ini mengingat beberapa karakteristik melekat
pada pelaku UMK yang hanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit dengan keadaan kompetensi dan
keahlian sumber daya manusia di dalam UMK masih relatif rendah juga terbatas dalam melakukan produksi
ataupun pengetahuan mengenai teknologi produksi serta dalam mengelola manajemen. Keadaan tersebut
menunjukkan perlunya pemberian pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kepada para UMK yang
disesuaikan dengan kebutuhan UMK itu sendiri dan kebutuhan pasar secara luas.

Guna memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia UMK serta mengakomodasi
pelaksanaannya berupa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia UMK, Kemenkop UKM mengeluarkan
peraturan menteri yang mengatur mengenai ketentuan pedoman pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya
manusia UMK di dalam Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 agar selanjutnya dapat dijadikan acuan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi UMK. Jenis pendidikan dan pelatihan
dalam peraturan menteri ini terbagi menjadi 6 bentuk, yaitu pendidikan dan pelatihan kewirausahaan,
pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis, pendidikan dan pelatihan manajerial, pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi, pendidikan dan pelatihan bagi pelatihan pendamping, dan fasilitator (training of
trainers), serta pendidikan dan pelatihan lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pengusaha
UMKM. Berbicara mengenai kebutuhan penumbuhan dan peningkatan keterampilan teknis UMK untuk
mampu menghasilkan dan menyajikan produk berkualitas agar dapat meningkatkan daya saing UMK dengan
usaha lainnya, maka tepat jika pemberian pemberdayaan yang diberikan adalah berupa fasilitasi pendidikan
dan pelatihan keterampilan teknis. Pendidikan dan pelatihan yang termasuk dalam jenis keterampilan teknis
sumber daya UMK berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yaitu berbagai pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk
peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, peningkatan daya saing, peningkatan akses pasar, teknologi,
dan lain sebagainya.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK sebagaimana tercantum
pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan perlu diupayakan di tiap-tiap daerah. Peran
pemerintah daerah setempat diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaannya, termasuk UMK di wilayah
Kabupaten Sumedang. Peran dalam memfasilitasi pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya
manusia UMK di Kabupaten Sumedang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumedang (Diskop UKM PP
Kabupaten Sumedang) selaku pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian di Kabupaten Sumedang.

Pengimplementasian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK di
Kabupaten Sumedang diketahui dengan memperoleh data melalui wawancara dengan Ibu Mirda Netti, selaku
pegawai analisis kebijakan ahli muda bidang UMKM Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang, pada 31 Juli 2023
di kantor Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang disertai dengan data-data pendukung berupa Rencana
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Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang 2018-
2023 (Renstra Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang 2018-2023).

Perencanaan pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada UMK terlebih
dahulu ditentukan dalam rencana strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang UMKM
untuk jangka waktu 5 tahun yang berbentuk Renstra Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang 2018-2023.
Pendidikan dan keterampilan teknis sumber daya UMK dapat dikatakan tergolong dalam rangkaian program
pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMK dalam upaya peningkatan pembinaan asepek
sumber daya manusia pada Renstra Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang 2018-2023. Pendidikan dan
pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK yang dicantumkan dalam Renstra Diskop UKM PP
Kabupaten Sumedang 2018-2023 untuk terus ditingkatkan adalah pelatihan kemasan produk UMK, pelatihan
peningkatan pemasaran produk UMK atau pendidikan pelatihan berkaitan dengan branding produk yang baik,
serta pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan e-commerce untuk pemasaran serta penjualan dan
digitalisasi dalam melakukan usaha.

Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 ini tetap terus melaksanakan ketiga jenis
pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK dengan lebih memprioritaskan
pendidikan dan pelatihan pengemasan produk serta pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan e-
commerce dan digitalisasi usaha. Secara praktik, pendidikan dan pelatihan beberapa jenis keterampilan teknis
sumber daya manusia yang diprioritaskan di Kabupaten Sumedang, seperti kedua jenis pendidikan dan
pelatihan prioritas berupa pengemasan produk dan penggunaan e-commerce serta digitalisasi usaha, dapat
diimplementasikan dengan adanya peran Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang dalam membina,
memfasilitasi, dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, meskipun
terdapat pula bagian-bagian dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis itu sendiri
yang tidak bisa terimplementasikan.

Tahap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terbagi menjadi tahap persiapan, tahap pelaksanaan,
dan tahap evaluasi. Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang seringkali bisa diimplementasikan pada
sebuah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK di
Sumedang karena tahap pelaksanaan mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan yang telah disusun.
Selain itu, Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang melakukan kerja sama pihak-pihak tertentu lainnya di luar
bagian-bagian dalam struktur Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang itu sendiri pada tahap ini. Diskop UKM
PP Kabupaten Sumedang bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam urusan
daerah mengenai UMKM, yang mana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis
sumber daya manusia UMK berperan sebagai pihak yang memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK.

Kerja sama yang dilakukan terbuka untuk instansi, lembaga, atau badan manapun yang memiliki
pengetahuan bidang ilmu terkait ataupun kompeten pada bidang ilmu sesuai dengan kebutuhan jenis
pendidikan dan pelatihan. Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini meliputi instansi pemerintahan lainnya,
instansi swasta, perbankan, maupun akademisi. Pada hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan
teknis mengenai e-commerce, Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan pihak-pihak
perusahaan marketplace untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada para UMK. Teknis
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan keterampilan teknis diserahkan kepada pihak-
pihak profesional dan kompeten di bidang terkait tersebut serta didasarkan atas pedoman pendidikan dan
pelatihan serta modul yang telah ditetapkan sebagai dasarnya. Keberadaan pihak yang profesional dan
kompeten pada bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia terkait pada tahap
pelaksanaan ini, memudahkan implementasi tahapan dan proses pemberian pendidikan dan pelatihan kepada
para UMK.

Jangka waktu dan intensitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya
manusia kepada UMK beragam disesuaikan dengan kebutuhan capaian kompetensi masing-masing jenis
pendidikan dan pelatihan terkait. Jenis pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia
biasanya dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan selama dua atau beberapa hari. Seperti halnya pendidikan
dan pelatihan keterampilan teknis mengenai e-commerce untuk pemasaran, penjualan, dan digitalisasi usaha
rata-rata dilakukan dalam rangakaian kegiatan selama 2 hari atau bahkan beberapa hari. Hari pertama
merupakan agenda kegiatan pendidikan yang bermuatan teori-teori mengenai topik pembahasan
keterampilan teknis terkait dan selanjutnya pada hari kedua adalah kegiatan pelatihan secara langsung kepada
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UMK peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis dengan melakukan praktik mengenai
keterampilan teknis untuk dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan.

Maksimal atau tidaknya pengimplementasian tahap pelaksanaan sebagaimana dijelaskan di awal
berhubungan erat dengan implementasi tahapan sebelumnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi penetapan peserta, penentuan instruktur,
penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, jadwal, dan penetapan tempat pelaksanaan. Cara
Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang dalam menetapkan peserta dalam tahap persiapan pendidikan dan
pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK tergambar pada Renstra Diskop UKM PP Kabupaten
Sumedang 2018-2023 yang mengedepankan jenis pendidikan dan pelatihan keterampulan teknis sumber daya
manusia UMK berupa pendidikan dan pelatihan pengemasan produk serta pelatihan dan pendidikan mengenai
penggunaan e-commerce dan digitalisasi usaha pada tahun 2023 ini, yang mana kedua jenis pendidikan dan
pelatihan keterampilan teknis tersebut identik dengan kebutuhan UMK sektor usaha makanan dan minuman
serta UMK sektor kerajinan. Pelaku usaha mikro dan kecil yang menggeluti bidang usaha makanan dan
minuman sebagai komoditas yang dijual terhitung banyak jumlahnya di Sumedang hingga saat ini, yaitu
mencapai 4.650 unit usaha mikro maupun kecil dan terus bermunculan. Usaha mikro dan kecil di bidang
makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang jumlahnya selalu bertambah secara cepat karena
produksi dan proses makanan dan minuman dianggap cukup sederhana oleh banyak masyarakat. Selain itu,
sektor kerajinan cukup menjadi perhatian dalam pemberikan fasilitasi pemberdayaan pendidikan dan
pelatihan teknis sumber daya manusia UMK karena sektor kerajinan erat kaitannya dengan perkembangan
pariwisata daerah yang saat ini tengah digalakkan. Sehingga Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang seringkali
menyasar UMK sektor makanan dan minuman serta Kerajinan dalam memnentukan sasaran peserta
pendidikan dan pelatihan pelatihan keterampilan teknis. Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang juga mengakui
penentuan peserta pendidikan dan pelatihan yang terbatas hanya pelaku usaha 2 sektor tersebut ada
kaitannya dengan ketidaksanggupan Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kebutuhan
seluruh sektor UMK di Sumedang secara keseluruhan yang jumlahnya terbilang banyak dan tersebar pada 26
kecamatan di atas topografi daerah dataran tinggi seluas 1.558,72 Km* 2.

Penetapan peserta didasarkan atas pertimbangan jumlah sektor UMK terbanyak dan kepentingan
peningkatan pariwisata daerah semata menunjukkan bahwa penetapan peserta pendidikan dan pelatihan
keterampilan teknis sumber daya manusia UMK oleh Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang tidak
terimplementasikan dengan baik. Dikatakan demikian karena sikap Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang
dalam menetapkan peserta pendidikan dan pelatihan tidak memperhatikan ketentuan isi konsideran huruf b
Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 bahwasannya pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara
koordinatif terencana, terukur, dan tertib sesuai dengan kebutuhan dinamis UMKM. Isi konsideran tersebut
mengisyaratkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perlu disesuaikan dengan kebutuhan
dinamis UMK, terutama dalam mengidentifikasi dan menentukan sasaran UMK penerima pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia serta jenis atau bentuk pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang
perlu diberikan. Selain itu, terdapat pula Pasal 6 ayat (2) Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 yang secara
tegas menjelaskan bahwa peserta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengusaha UMKM
merupakan pelaku usaha UMKM. Pasal tersebut menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMK dengan berbagai
jenis sektor manapun, berhak untuk menjadi peserta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Penentuan peserta pendidikan dan pelatihan yang tidak terimplementasikan dengan baik sesuai
Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 memunculkan persoalan tersendiri bagi UMK yang bergerak pada
sektor lain di luar dua sektor prioritas yang tidak terpantau kendala dan kebutuhannya secara maksimal
karena tidak mendapat hak yang seharusnya dalam menerima pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis
sumber daya manusia. Untuk meminimalisir keadaan tersebut, Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang
memberikan kesempatan bagi UMK sektor lainnya untuk konsultasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan
mereka secara langsung kepada pihak dinas di kantor Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang agar selanjutnya
dapat didampingi dan ditindaklanjuti kebutuhan tersebut oleh pihak dinas. Akan tetapi hal tersebut tidak
terselenggara sesuai tujuan utamanya karena hanya sedikit yang mengetahui dan melakukan konsultasi
langsung. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya keterbukaan informasi mengenai kegiatan konsultasi langsung
oleh Diskop UKM PP yang ditunjukkan dengan ketiadaan informasi kegiatan konsultasi, baik pada
pemberitahuan melalui laman ataupun media sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta laman
dan media sosial Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang juga pemberitahuan secara langsung yang disertakan
pada kantor Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang.
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Tahap persiapan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya
manusia UMK memerlukan pembentukan pedoman pendidikan dan pelatihan. Apabila merujuk kepada
ketentuan Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015, pembentukan pedoman pendidikan didasarkan atas standar
kurikulum serta standar modul yang ada. Kurikulum dimaknai sebagai rencana dan materi pendidikan dan
pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan Pasal 9 Permen
KUKM Nomor 18 Tahun 2015, kurikulum dapat disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan serta kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan UMK, yang mana standar kurikulum itu sendiri
disusun secara berjenjang oleh Kemenkop UKM. Standar kurikulum tesebut kemudian menjadi dasar
penyusunan standar modul yang disusun secara berjenjang oleh Kemenkop UKM. Pemilihan kata ‘berjenjang’
yang digunakan dalam penjelasan ketentuan penyusunan standar kurikulum dan standar modul pada Permen
KUKM Nomor 18 Tahun 2015 tidak dijelaskan secara lebih lanjut, baik pada pasal lanjutannya maupun dalam
pasal penjelas. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan yang berujung pada pemahaman keliru ataupun salah
pemahaman. Sebab makna berjenjang dapat merujuk kepada tingkat pencapaian kemampuan atau
kompetensi, cara pendataan dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang bertingkat pada
tingkat pemerintah daerah daerah hingga pemerintah pusat, atau bahkan dapat dimaknai pada penyusunan
standar yang bertahap mulai dari pemerintah pusat dan dilanjutkan kepada pemerintah daerah.

Ketidak jelasan tersebut mengakibatkan standar kurikulum dan standar modul seringkali tidak dapat
memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan para UMK di daerah-daerah, terutama program pendidikan
dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia UMK. Standar kurikulum dan standar modul yang
tidak dapat mengakomodasi kebutuhan kemudian turut memberikan imbas terhadap Diskop UKM di daerah
dalam praktiknya menyusun pedoman pendidikan dan pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan
dan pelatihan keterampilan teknis, sebagaimana hal ini dialami oleh Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang.
Dalam hal pendidikan dan pelatihan yang direncanakan tidak terakomodasi pedomannya pada standar
kurikulum dan modul yang ada, Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang perlu melakukan kerja sama
penyusunan dan pembentukan pedoman pendidikan dan pelatihan bersama instansi, lembaga, atau badan
yang memiliki keahlian dan kompeten dalam bidang terkait serta berhubungan dengan capaian kompetensi
pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan, baik instansi, lembaga, atau badan pemerintahan
lainnya maupun swasta, sebagaimana hal ini seringkali dilakukan oleh Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang.

Akan tetapi, Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 tidak mengatur mengenai kerja sama antara Diskop
UKM PP dengan instansi, lembaga, atau badan swasta. Ketentuan dalam peraturan menteri ini secara implisit
hanya mengatur adanya kerja sama antara Diskop UKM PP sebagai penyelenggara urusan pemerintahan
daerah bidang UMKM dengan instansi, lembaga, atau badan pemerintahan lainnya dalam Pasal 5 ayat (2)
Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015. Ranah penyelenggaraan oleh swasta hanya dapat dilakukan apabila
pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh pihak non-pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5
ayat (3) Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015. Hal tersebut perlu dibenahi karena pada dasarnya pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang dilaksanakan
oleh Diskop UKM sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang UMKM.

Kedudukan dan tanggung jawab yang dimiliki Diskop UKM tersebut menunjukkan bahwa
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan UMK di daerah saat ini cenderung dilaksanakan oleh Diskop UKM
tiap daerah sebagai pihak pemerintah sesuai tanggung jawabnya. Lembaga atau instansi swasta sejatinya tetap
diperlukan untuk dapat berperan dalam menopang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, namun perlu
didahului dan didasarkan atas adanya kerja sama dengan Diskop UKM daerah setempat sebagai penanggung
jawab dalam memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pendidkan dan pelatihan untuk perihal
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan UMK di daerah kabupaten terkait. Ketiadaan dan kurang jelasnya
pengaturan kerja sama penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah dengan
instansi, badan, atau lembaga swasta dalam Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 menyebabkan Diskop UKM
daerah tidak dapat melakukan kerja sama secara leluasa dengan berbagai pihak yang lebih ahli dan kompeten
untuk membantu menyelenggarakan tahapan-tahapan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis,
sehingga pengimplementasian penyusunan pedoman pendidikan tidak dapat disusun dengan baik. Hal ini
turut berpengaruh terhadap muatan materi dan pemberian materi kepada UMK yang tidak maksimal pada
tahap pelaksanaan serta kemudian berujung pada hasil pendidikan dan pelatihan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan keahlian dan kompetensi UMK dan pasar.

Pelatih/instruktur ditentukan pada tahapan persiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Mengingat Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang dalam hal ini berperan dalam membina, memfasilitasi, dan
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bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis, maka
pelatih/instruktur pendidikan dan pelatihan merupakan pihak dari instansi, lembaga, atau badan yang bekerja
sama dengan Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang. Meski demikian, dalam praktik seringkali ditemui
perbedaan kemampuan antar pelatih/instruktur dalam menyampaikan materi, sehingga hal tersebut
mengakibatkan pemberian materi pendidikan dan pelatihan tidak dapat tersalurkan secara maksimal kepada
UMK peserta pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat terjadi karena syarat dan kriteria seorang
pelatih/instruktur pendidikan dan pelatihan atau bahkan definisi pelatih/instruktur itu sendiri tidak
dijelaskan dan diatur dalam Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015.

Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini
dilaksanakan oleh Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang dengan melakukan monitoring. Monitoring bertujuan
untuk memastikan para UMK peserta terkait mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dengan
melakukan survei terhadap para UMK peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mengetahui dan
meninjau apakah terdapat UMK yang masih kesulitan dan terkendala dalam pengimplementasian pendidikan
dan pelatihan keterampilan teknis sumber daya manusia yang telah diberikan. Pelaksanaan tahapan evaluasi
ini seringkali menemui kesulitan dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap hasil pendidikan dan pelatihan
yang telah diberikan karena banyaknya UMK peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis tidak
melaksanakan ataupun mempraktikkan hasil pembelajarannya sehingga pendidikan dan keterampilan teknis.
Hal ini dapat terjadi karena Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang tidak menguasai cara dalam melakukan
evaluasi dengan hanya memperhatikan aspek keterlaksanaan materi oleh UMK peserta dalam praktik
usahanya. Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 telah mengatur mengenai tahap evaluasi bahwasannya
tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek input, proses, dan output. Akan tetapi, ketiga aspek
tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kondisi dan persoalan apa saja yang perlu diperhatikan pada
tiap-tiap aspek aspek tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga aspek dalam tahap evaluasi berfungsi
supaya Diskop UKM memiliki arahan lebih jelas dalam melaksanakan setiap aspek pada tahap evaluasi,
sehingga evaluasi yang dihasilkan dapat berguna untuk program pendidikan dan pelatihan berikutnya.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis secara keseluruhan saat ini masih
belum dapat terealisasi dan terimplementasi dengan baik. Terbukti dengan implementasi yang terjadi di
lingkup daerah Kabupaten Sumedang. Faktor penghambat implementasi penyelenggaraan pendidikan dan
keterampilan teknis terletak pada regulasi, dalam hal ini adalah Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015, sebagai
satu-satunya pedoman berbagai jenis pendidikan dan keterampilan bagi UMK yang memiliki banyak
kekurangan berupa isi ketentuan peraturan yang tidak lengkap disertai ketentuan yang dijelaskan secara
kurang runtut sehingga menimbulkan kebingungan dan risiko kekeliruan bahkan kesalahan dalam
pengimplementasian bagi pelaksana peraturan menteri tersebut. Selain faktor regulasi, pelaksana Permen
KUKM Nomor 18 Tahun 2015 yang mana dalam hal ini adalah Diskop UKM untuk penyelenggaraan di tingkat
daerah kabupaten/kota juga menjadi faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
keterampilan teknis UMK di daerah kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Diskop UKM PP
Kabupaten Sumedang yang tidak memperhatikan kebutuhan dinamis sebagaimana tertuang dalam konsideran
Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 dalam penentuan peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan
teknis.

Keadaan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi UMK sebagai peserta pendidikan dan
pelatihan maupun UMK yang memerlukan pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertolak belakang dengan salah
satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, sekaligus karakteristik Indonesia yang berpaku terhadap konsepsi
positivisme hukum yang menjunjung kepastian hukum melalui ketentuan peraturan hukum tertulis dan
pelaksanaan serta penerapan norma-norma yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang perlu melekat paling awal pada substansi peraturan
perundang-undangan guna membatasi hak dan kewajiban antar orang dan pihak dalam hal tertentu secara
jelas sekaligus menunjang kemudahan pelaksanaan peraturan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan dan
penerapan norma-norma yang baik dengan didasarkan atas peraturan hukum tertulis berupa peraturan
perundang-undangan untuk pemenuhan kepastian dalam pelaksanaan hukum sekaligus tercapainya
efektivitas hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan sebagai peraturan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat
ataupun pihak yang berhubungan dengan peraturan tersebut tidak hanya memerlukan substansi yang jelas
untuk memenuhi kepastian. Suatu peraturan juga harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian
berkembang. Hal ini diperlukan agar suatu peraturan sebagai sebuah hukum yang memiliki kemanfaatan dan
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kebergunaan, sebagaimana kemanfaatan ini merupakan salah satu tujuan hukum. Substansi Permen KUKM
Nomor 18 Tahun 2015 sebagai peraturan pedoman pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia UMK yang
banyak kurang mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis UMK
disertai dengan substansi pasal yang menimbulkan kebingungan bagi pelaksana aturan tersebut menunjukkan
bahwa Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 tidak memiliki kemanfaatan secara maksimal bagi UMK sebagai
pihak yang membutuhkan pemenuhan kemampuan dan kompetensi yang sesuai perkembangan usaha serta
tujuan hukum berupa kepastian tidak terpenuhi dengan keberadaan aturan tersebut.

Pembenahan pedoman pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Permen KUKM Nomor 18 Tahun
2015 perlu dilakukan untuk dapat mewujudkan pengimplementasian pendidikan dan pelatihan yang baik dan
memiliki manfaat bagi UMK. Pembenahan ini dapat dilakukan dengan perbaikan ketentuan-ketentuan
peraturan menteri ini yang masih memperlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dijelaskan secara runtut
dan jelas guna menghindari kekeliruan pemahaman pelaksana peraturan. Kebutuhan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang belum terakomodasi sebelumnya di dalam Permen KUKM
Nomor 18 Tahun 2015, seperti kebutuhan pengaturan kerja sama pemerintah dengan lembaga, instansi, atau
badan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga perlu dipertimbangkan untuk dapat
dicantumkan dan diatur pada pedoman yang akan disempurnakan nantinya, mengingat dalam praktiknya
kerja sama ini diperlukan.

B. Urgensi Penyusunan SKKNI Produksi Bagi UMK Sektor Industri Pengolahan Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum

UMK sektor industri pengolahan barang merupakan salah satu sektor UMK yang memiliki prospek
besar bagi perkembangan usaha dan ekonomi daerah sekaligus perekomian negara karena sektor ini
cenderung memiliki peluang nilai jual yang tinggi. Besarnya prospek UMK sektor industri pengolahan barang
tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, terutama
dalam hal proses produksi. Hal tersebut dikarenakan hasil produksi dari sektor ini adalah dalam bentuk akhir
produk atau barang tertentu yang akan memiliki nilai lebih apabila produk atau barang tertentu memiliki
kualitas dan memiliki nilai manfaat yang tinggi, sehingga diperlukan keterampilan, kemampuan, sekaligus
kemahiran sumber daya manusia UMK sektor ini dalam melakukan produksi.

Hingga saat ini tidak banyak UMK sektor industri pengolahan barang yang dapat dengan mudah
bersaing untuk dapat memasuki pasar yang lebih luas, seperti UMK yang bergerak pada produksi industri alas
kaki. Industri alas kaki merupakan salah satu jenis lapangan kegiatan usaha yang banyak dilakukan oleh
berbagai bentuk usaha, mulai dari usaha besar sampai dengan usaha mikro dan kecil. Berdasarkan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, industri alas kaki merupakan salah satu jenis turunan industri
pengolahan. Golongan pokok industri alas kaki mencakup pembuatan produk alas kaki yang terbuat dari kulit
hewan dan dari bahan lain seperti kulit imitasi, ataupun bahan karet.

Kondisi persaingan pasar dan usaha yang semakin ketat saat ini, diikuti dengan pertumbuhan jumlah
usaha setiap tahunnya, secara tidak langsung menuntut para pelaku usaha untuk memiliki mutu produk yang
baik serta memiliki kelebihan pada produk yang dipasarkan agar dapat bertahan dan bersaing, termasuk para
pelaku usaha UMK itu sendiri. Hal paling dasar yang dapat dilakukan adalah dengan menghasilkan produk
berkualitas yang didukung dengan kualitas sumber daya manusia pelaku UMK sektor industri alas kaki yang
bertumpu pada keterampilan dan kompetensinya dalam melakukan produksi alas kaki. Dalam kata lain,
kualitas sumber daya manusia UMK memegang peranan penting dalam keefektifan produksi yang
berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan nilai manfaat produk sesuai keinginan konsumen.

Kemampuan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia UMK tersebut perlu digolongkan
sesuai kebutuhan usaha dan industri, dalam hal ini adalah kebutuhan usaha UMK sektor industri alas kaki,
kemudian disusun pedoman baku kemampuan tersebut guna menyeragamkan kompetensi antar UMK sektor
industri alas kaki yang satu dengan yang lainnya dalam bentuk standar kompetensi. Standar kompetensi ini
disebut dengan istilah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI merupakan rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. SKKNI berguna dalam merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja,
melakukan penilaian (asesmen) keluaran pelatihan, serta penilaian tingkat keterampilan dan keahlian terkini
seseorang. Apabila seseorang telah menjalani pelatihan dan asesmen atau sertifikasi kompetensi yang
didasarkan atas SKKNI yang ada, maka berhak mendapat sertifikat kompetensi kerja dan/atau pelatihan
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sebagai pengakuan formal terhadap kompetensi kerja tertentu sesuai SKKNI yang ada dan diakui oleh negara,
dunia usaha serta industry.

Usaha besar termasuk pihak yang telah terlebih dahulu menyadari akan pentingnya penyusunan dan
pembentukan SKKNI sebagai standar kompetensi sumber daya manusia yang baku dan diakui, sehingga
produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia usahanya yang telah mendapat pelatihan dan asesmen atau
sertifikasi kompetensi akan terjamin karena kompetensi mereka yang telah diakui secara formal dalam
melakukan produksi. Asosiasi pelaku industri pengolahan tertentu yang didominasi usaha besar bersama
kementerian terkait berkolaborasi dalam menginisasi dan menyusun SKKNI sesuai keperluan kompetensi dan
dunia usaha. Hal ini berbeda dengan keadaan UMK saat ini yang mana pelaku UMK belum mengetahui
pentingnya standar kompetensi disertai dengan Kemenkop UKM yang saat ini kurang memperhatikan
pentingnya kompetensi sumber daya manusia UMK.

Kurangnya perhatian akan pentingnya kompetensi sumber daya manusia UMK oleh Kemenkop UKM
ditunjukkan dengan pelatihan berbasis kompetensi untuk UMK saat ini hanya mencakup kompetensi jabatan
kerja pelaksana perdagangan ekspor UKM dan perdagangan ritel berdasarkan Permen KUKM Nomor 18 Tahun
2015. Dikatakan bahwa pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi didasarkan atas SKKNI kompetensi
terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat SKKNI yang ditujukan untuk kemampuan
dan kompetensi produksi sumber daya manusia UMK, khususnya untuk kompetensi produksi UMK sektor
industri pengolahan, sehingga menyebabkan daya saing UMK yang tidak meningkat dan kesulitan UMK dalam
berkembang. Pemberdayaan UMK berdasarkan ketentuan konsideran UU UMKM sejatinya memerlukan
pelaksanaan secara luas sehingga kedudukan, peran dan potensi sektor UMK dapat meningkat sekaligus
memenuhi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kebutuhan
kemampuan dan kompetensi UMK sektor industri pengolahan untuk melakukan produksi sesuai standar yang
hingga saat ini tidak dapat terpenuhi dengan sikap Kemenkop UKM yang tidak adaptif terhadap tuntutan usaha
dan kebutuhan kompetensi produksi UMK menyebabkan tujuan pemberdayaan tidak tercapai secara
maksimal. Hal tersebut dapat menjadi bentuk ketidakadilan bagi UMK sektor industri yang memerlukan
peningkatan kompetensi pelaku produksi yang diakui, mengingat hanya jabatan dan kegiatan UMK tertentu,
seperti jabatan kerja pelaksana perdagangan ekspor UKM dan perdagangan ritel yang telah diakomodasi
standar kompetensinya dalam SKKNI oleh Kemenkop UKM.

Hukum menjadi suatu sarana perubahan, ketertiban dan keteraturan pada masyarakat, sebagaimana
hal ini dijelaskan sebagai teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi hukum berdasarkan
teori tersebut mengalami perluasan dengan memasukkan dan memuat sarana pembaharuan masyarakat dan
sarana pembangunan sebagai bentuk fungsi hukum. Hukum didorong untuk mudah beradaptasi terhadap
perkembangan yang ada sebab pada dasarnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat berubah secara
dinamis. Hal tersebut juga berlaku dan terjadi terhadap UMK, terutama berhubungan dengan kebutuhan
kemampuan dan kompetensi keterampilan teknis produksi.

Keterampilan teknis produksi merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan oleh pelaku UMK
untuk dapat menghasilkan output produk yang berkualitas dan sesuai dengan selera pasar. Kualitas output
produk yang baik kemudian berpengaruh kepada perkembangan usaha dan daya saing UMK. Kebutuhan
kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia UMK, terutama UMK sektor industri alas kaki, dalam
melakukan produksi berdasarkan tuntutan perkembangan persaingan usaha tidak dapat terpenuhi tanpa
adanya basis kompetensi yang terukur dan diakui. Sehingga diperlukan penyesuaian oleh Kemenkop UKM
untuk menyusun standar kompetensi pelaku UMK sektor industri alas kaki, mengingat pelatihan berbasis
kompetensi memerlukan rumusan kemampuan kerja dan lain sebagainya dalam bentuk SKKNI dan hingga saat
ini belum ada SKKNI yang berhubungan dengan kompetensi produksi UMK.

Penyusunan SKKNI dirumuskan dengan rancangan yang terukur dan terarah yang tunduk pada
pengaturan tata cara penetapan standar SKKNI berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Keberadaan
Kemenkop UKM memiliki peranan penting dalam pengembangan standar kompetensi. Kemenkop UKM
berkedudukan sebagai instansi teknis dalam pengembangan standar kompetensi karena memiliki otoritas
teknis penyelenggaraan urusan pemerintah di sektor tertentu, yang mana dalam hal ini adalah sektor usaha
UMK. Peran dan fungsi Permenkop UKM sebagai instansi teknis di sektor UMK meliputi pengembangan SKKNI
dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pengembangan Rencana Induk Pengembangan SKKNI
(RIP SKKNI), melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI dan KKNI, penetapan pemberlakuan
SKKNI dan KKNI serta pembentukan komite standar kompetensi. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap
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kementerian, termasuk Kemenkop UKM yang memiliki otoritas penyelenggaraan urusan pemerintah bidang
UMK, dituntut memiliki inisiatif dan adaptif terhadap kebutuhan UMK untuk dapat menjadi usaha yang
memiliki daya saing.

Penyusunan SKKNI perlu mengacu pada peta kompetensi yang disusun dalam RIP SKKNI sektor
bersangkutan, yang mana keduanya mengacu kepada RMCS. Penyusunan SKKNI juga dapat disusun dalam
kemasan kualifikasi nasional, jabatan atau okupasi nasional, ataupun klaster kompetensi. Apabila didasarkan
atas kebutuhan UMK sektor industri pengolahan barang, kemasan kualifikasi nasional yang cocok dengan
penyusunan SKKNI bagi kompetensi teknis produksi UMK berupa kualifikasi nasional yang mengacu pada
jenjang KKNI ataupun kemasan klaster kompetensi yang mengacu pada kebutuhan khusus kompetensi
tertentu sesuai kebutuhan usaha dan industri UMK sektor industri pengolahan barang terkait.

Pada tahap perumusan rancangan SKKNI, Kemenkop UKM sebagai instansi teknis menjadi inisiasi
perumusan SKKNI. Inisiasi perumusan juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya, yang mana
dalam hal ini adalah asosiasi UMK sektor atau bidang yang berkaitan untuk mengidentifikasi kebutuhan SKKNI
baru ataupun pengembangan SKKNI yang sudah ada ada sebelumnya. Apabila dalam UMK sektor industri
pengolahan tertentu atau UMK sektor industri alas kaki memiliki asosiasi pelaku usaha mikro dan kecil
industri alas kaki, maka asosiasi UMK industri alas kaki tersebut dalam ikut serta dalam menginisasi
perumusan SKKNI. Terdapat 3 pilihan metode yang dapat digunakan dalam perumusan SKKNI. Metode
pertama adalah metode riset lapangan/penyusunan yang disusun dengan model RMCS dengan struktur dan
tata cara penulisan yang telah ditentukan dalam Permen Ketenaker Nomor 3 Tahun 2016.

Pilihan metode lainnya yang dapat digunakan adalah metode adaptasi atau adopsi yang mana keduanya
menggunakan SKKK atau standar kompetensi kerja internasional yang kemudian diadaptasi atau diadopsi.
Untuk metode adaptasi, standar kompetensi yang akan diadaptasi harus telah diakui dan diberlakukan dan
memiliki struktur dan format yang sama, setara, atau sebanding dengan format RMCS. Sedangkan pada metode
adopsi, standar kompetensi terkait yang akan diadopsi harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari
pemilik standar kompetensi yang akan diadopsi, memiliki identitas kompetensi, dan penulisannya
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tidak mengilangkan bahasa asli. Apabila standar kompetensi
yang diadopsi mengalami perubahan, maka SKKNI hasil adopsi diharuskan segera merubahnya sesuai
ketentuan Permen Ketenaker Nomor 3 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut, Kemenkop UKM sebagai instansi teknis yang memiliki peran penting dalam
penyusunan dan perumusan SKKNI diharuskan dapat mengidentifikasi kebutuhan SKKNI bagi UMK terkait
dan memahami penggunaan metode penyusunan untuk dapat menggunakan metode yang paling efektif.
Metode riset lapangan paling sering digunakan oleh instansi lainnya. Penggunaan metode ini dalam
penyusunan akan lebih terencana proses dan hasilnya supaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMK
berdasarkan hasil riset lapangan yang telah dilakukan. Kekurangan dari metode ini adalah jangka waktu
penyunan yang cenderung lama karena diharuskan melakukan riset lapangan dalam penyusunan. Metode
adaptasi dan adopsi dapat dijadikan pilihan dalam penyusunan SKKNI untuk kebutuhan kompetensi UMK
sektor industri pengolahan barang, yang dalam hal ini UMK industri alas kaki karena penyusunannya
didasarkan atas SKKK dan standar kompetensi internasional yang telah ada. Akan tetapi terdapat kesulitan
dalam menentukan SKKK dan standar kompetensi internasional yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik UMK apabila menggunakan kedua metode ini.

Meski demikian, Kemenkop UKM tetap perlu menginisiasi kebutuhan kemampuan dan kompetensi
UMK sesuai dengan standar kompetensi yang telah diakui, yaitu dengan mulai merencanakan rancangan
SKKNI yang dikhususkan untuk kebutuhan kemampuan dan kompetensi UMK terutama dalam hal kompetensi
sumber daya manusia UMK untuk melakukan produksi. Perancangan dan perumusan SKKNI bagi kebutuhan
kemampuan dan kompetensi UMK yang telah selesai dibuat akan dicantumkan dalam peraturan menteri
ketenagakerjaan sehingga memiliki kekuatan hukum. Apabila terdapat SKKNI berbentuk peraturan menteri
yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi UMK, daya saing UMK akan meningkat karena produk yang
dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan kompetensi sumber daya manusia yang telah diakui dalam
memproduksi produk terkait, terlebih fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan sarana
pembangunan dalam masyarakat sesuai teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dapat tercapai.

UMK merupakan golongan yang berada dalam posisi yang lemah dalam segi ekonomi. Keadaan tersebut
membuktikan bahwa UMK memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah. Kurangnya inisiatif Kemenkop
UKM dalam merencanakan perancangan SKKNI untuk kompetensi produksi kerja sumber daya manusia UMK
menunjukkan kurang adanya peran pemerintah untuk memberdayakan sumber daya manusia UMK untuk
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dapat melakukan produksi dengan baik agar dapat bersaing sekaligus secara tidak langsung menunjukkan
bahwa pendapat Sidarta mengenai posisi lemah UMK dalam persaingan persaingan memperebutkan
kesempatan dan berusaha untuk mendapatkan posisilebih baik disebabkan karena ketidakadilan (unfairness)
dalam masyarakat dan tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan benar adanya.

Indonesia sebagai negara hukum perlu turut memberi pelayanan dan kebahagiaan bagi rakyatnya untuk
mencapai apa yang disebut sebagai negara hukum yang dicita-citakan menurut Satjipto Rahardjo. Hal tersebut
dapat dicapai dengan adanya peran aktif dan inisiatif negara, yang dalam hal ini adalah Kemenkop UKM
sebagai instansi pemerintahan dalam urusan UKM, untuk dapat mengkomodasi dan memenuhi kebutuhan
UKM. Selanjutnya demi mencapai tujuan negara dalam hal kesejahteraan rakyat diperlukan perlindungan bagi
kepentingan dan kebutuhan UMK, mengingat UMK adalah sektor usaha kerakyatan dan senantiasa menopang
perekonomian rakyat dan negara namun memiliki posisi yang lemah secara ekonomi. Perlindungan kepada
UMK tersebut dapat dilakukan dengan tindakan Kemenkop UKM untuk melakukan pengaturan
pengintegrasian kepentingan UMK dalam instrumen hukum berbentuk peraturan perundang-undangan serta
ditunjang dengan pelaksanaan isi peraturan perundang-undangan yang sesuai.

Dalam hal memenuhi kebutuhan kompetensi UMK sektor industri pengolahan, khususnya UMK industri
alas kaki, maka secara praktis Kemenkop UKM dapat mulai merencanakan dan menginisasi kebutuhan
kompetensi UMK industri pengolahan bersama dengan asosiasi UMK industri terkait untuk dapat segera
merencanakan penyusunan SKKNI bagi UMK sektor industri pengolahan yang membutuhkan. Penyusunan dan
inisiasi SKKNI oleh Kemenkop UKM tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan bagi UMK.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan menggunakan sarana hukum yang ditujukan kepada
perlindungan kepentingan tertentu dengan cara menjadikan kepentingan tersebut ke dalam sebuah hak
hukum untuk mewujudkan tujuan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo. Perlindungan
hukum yang diberikan pemerintah bagi UMK dirasa sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan
perdagangannya, seperti halnya adanya SKKNI yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam peraturan
menteri selanjutnya akan menjadi bentuk perlindungan hukum pelaku UMK dengan memiliki sertifikasi
kompetensi yang terpercaya, diakui secara formal oleh negara, dunia usaha, dan industri serta dapat
dipertanggungjawabkan sehingga dapat memenubhi rasa keadilan UMK dalam memperoleh fasilitasi pelatihan
yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

CONCLUSION

Implementasi pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis oleh pemerintah sebagai bentuk
pemberdayaan UMK dikaitkan dengan Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 di Kabupaten Sumedang terbagi
dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang difasilitasi oleh Diskop UKM PP. Pendidikan dan pelatihan
keterampilan teknis dapat terimplementasi pada tahap pelaksanaan, namun tidak secara maksimal karena
banyaknya hal yang tidak dapat terimplementasikan dengan baik pada tahap persiapan dan tahap evaluasi. Hal
ini dipengaruhi oleh tindakan Diskop UKM PP yang tidak secara tepat menentukan peserta sesuai ketentuan
peraturan serta ditemukannya ketentuan dalam Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 yang tidak lengkap dan
penjelasan yang kurang runtut sehingga menimbulkan kekeliruan dan ketidakpastian bagi Diskop UKM PP
sebagai pelaksana peraturan tersebut. Urgensi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
produksi bagi usaha mikro kecil sektor industri pengolahan sebagai bentuk perlindungan hukum terletak pada
masih banyaknya UMK sektor industri pengolahan yang sulit bersaing dengan usaha besar pada sektor yang sama
akibat kurangnya kemampuan dan kompetensi pelaku UMK dalam melakukan produksi, disebabkan belum
terakomodasikannya SKKNI yang dikhususkan bagi kepentingan kompetensi produksi UMK. Inisiasi penyusunan
SKKNI oleh Kemenkop UKM diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum pelaku UMK dengan kepemilikan
sertifikasi kompetensi yang terpercaya, diakui secara formal oleh negara, dunia usaha, dan industri, serta dapat
dipertanggungjawabkan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan UMK dalam memperoleh fasilitasi pelatihan
yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kemenkop UKM dapat melakukan pembenahan dengan perbaikan ketentuan-ketentuan Permen KUKM
Nomor 18 Tahun 2015 yang masih memperlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dijelaskan secara runtut dan
jelas guna menghindari kekeliruan pemahaman pelaksana peraturan. Kebutuhan pengaturan kerja sama
pemerintah dengan lembaga, instansi, atau badan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu
dipertimbangkan untuk dicantumkan dan diatur pada pedoman yang akan disempurnakan, mengingat kerja sama
ini diperlukan dalam praktiknya. Selain itu, Kemenkop UKM dapat memulai inisiasi perencanaan dan penyusunan
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SKKNI produksi bagi UMK sektor industri pengolahan bersama dengan asosiasi pelaku UMK terkait. Kemenkop
UKM bersama dengan tim perumus dan pihak lainnya dapat menentukan kemasan kualifikasi nasional serta
metode penyusunan disesaikan dengan kebutuhan kompetensi UMK sektor industri pengolahan serta
karakteristik UMK sektor industri pengolahan guna menghasilkan SKKNI yang dapat dilaksanakan secara efektif
dengan hasil maksimal sesuai tujuan
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